BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I
NGANIJUK

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA' DAERAH FINGKAT II NGANJUK PV_(D
NOMOR : 114 TAHUN 199N '
. TENTANG
PENDELEGASIAN SEBXGIAN WEWENANG BUPATI KEPALA: DAERAH
TINGKAT II-NGANJUK KEPADA PEMBANTU BUPATI SE KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

- j BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ITI NGANJUK

MENIMBANG s Bzhwa dalam rmgkm_menlngkachkan pelaksanaan mekanisme
. Hubungsn kerja timbsl balik yang lebih serazi dzn sfi
gien sertz meningkatkan fungsl maupun perana Pemban
tu Bupatl dzlam tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunsm
den Kemasyarekatan, mska dipaendang perlu ditetapkam -
dengen Keputusan Bupati Kepala Daerah 3
1, Undeng-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- Po
_ kok Pemerintshem d&i Daerah ;
2, Keputusan Presiden Republik Indonesism Nomor s A
Tahtm 1974& tenteng Pokok-pokok Organisasi Depaete=
mm
» 30 K@pu‘&usm presiden Republik Indonesim Nemor : 47
Tahun 1985 tenteng Perubahan Keputusan Presiden Re
publik Indenesia Nemor; 15 Tahun 1984 tentang Susunan
.Organisasi Depar'bemen ;
4, Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1975
tent Susunan Organisasi dan Tate Kerja Depa\rt@=
" Dalem Negeri 3
56 K@puﬁumn Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tehun - -
1977 tentang Pole Organisasi Pemerintsh Daerah dam
Wilaya h 3
6, Keputusem Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun =
1978 tenteng Pedoman Susuren Organisasi dan Tata
K@rja Kentor Pembsntu Bupati/Walikotamadya 3
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7. Keputusen Menteri Dalam Negeri Nemor 22  Tahun
1986 tentang Organisasl dan Tata Kerja Departew
men Dalam Negeri,

MEMPZREATIKAN : 1, Instruksi Menteri Dala m Negeri Nomor 32 Tahun
1990 tentang Fedoman Pelzksanaan Pendelegasisne
wewsenanz kepadz FPambantu Bupati/Walikotamadva s

2+ Surat Gubermur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Ti
mur Nomer : 137/6178/011/1991 tanggal 13 Mavet
1991 perihal Pelsksanaan Instruksi Meanteri Da-
lzm Negeri Nomer 32 Tahun 1990 tentensg Fedoman
Pelaksansan Pendelegasian Wewenang kepada Pem =

bantu Bupati / Wdlikotamadya,

MEMUTUSKAN

MENETAFKAN 3 VEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT ITI NGANJUK
LUNTANG PEHDELEGASIAN SHEDAGIAN WEWENANG BUPATI KE-
PALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK KEPADA FPEMBANTU BUPA
TT S5 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.
Pasal 1

Dis=mping Kedudukan, tugas dan fungsi seba =
galnane yang diatur dalam Xeputusan Menteri  Dalam
Negerl Neomor 132 Tahun 1978 tentang Pedoman Susun-
an Organisasi Dan Tate Kerja Kantor Pembantu Bupati
/valikotamadya, Pembantu Bupati diberikan wewenange
untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebapgaimena di
avur dalam lampiran Keputusan ini,

Pasel 2
(1) Segala ketentuan yang mengatur tentang tugas |,
fungsi den wewenang Pembantu Bupsti dinyatakan-

tidak berlaku lagi, apsbila bertentangan dengan
ketentusn yeng diaztur dalam XKeputusen inf 3

(2) Kegutuscm * & 8 0 & @
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{2) Keputusan ini berisku sejak tanggel ditetapkan
dengan Retentusn apabila dikemudien hari ter=-
nyata terdapat kekeliruan di dalanm penetapamnya
akan digdaken perubahan dan pembetulan sebagai-
mana mestinyes,
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BUPATY H TINGKAT II

¢ Keputusen ini disasmpaikan Drs. IBNU SALAM
Kepada @

Sdr.

Sdr,
Sdr.

3dr.
Sdr.
Sdr.
Sdr.

Sdr,

Cubernur Kepala Daerah-

Tke 1 Jawa Timur di Surabaya ;
Pembantu Gubernur di Kediri ;
Anggota Muspida Kabupaten Dati

11 Ngengjuk ; '

Kepala Dinas/Jawatan di lingkungan
Pemda Tingkat II Nganjuk ;

Vetua DFRD. Kabupaten Dati II
Nganjuk 3

Kepals Boglan/Kompartemen di ling-
kungan Pemda Tk IT Nganjuk ¢
Penbantu Pupati se Kabupaeten Dati
ITI Ngenduk

Camat se Kabupsten Dati IT Nganjuke.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK
NOMOR ¢ 114 TAHUN 1991
TANGGAL : 22 APRIL 1991

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK KEPADA PEMBANTU BUPATI SE KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

1% Kewggiban, wewenang dan tanggung Jawab,

Dalam rangks melaksanakan tugas dan fungsi sebagai
mana tersebut diatas, Pemban tu Bupati mempunyai kewajiban
wewenang dan tanggung Jawab sebagal berikut

1 ° Kewa;liban.

as Mengetahul segala permasalahan di bidang pemerintah
an, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja
nya dan berussha untuk mengatasi permasalahan- per-
masalahan tersebut agar tidak berkembang

b, Melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat b 91
Nganjuk mengenal segala kegiatan yang telah dilaksa
naksn dibidang pemerintahan, pembsngunan dan kema -
syaraskatan, termasuk penggunaan dana ganjaran pembi
ayaan dari APBD Tingkat I, pembiayaan dari APBD =
Tingkat II, Kepegawalan dan sebagainya 3

Co Memberikan informasi, penjelasan, keterangan kepada
aparat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngan-
Juk yang ditugasi oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat
IT Nganjuk didalam melakukan pembinaan terhadap lem
baga dan aparat Pemerintah Wilayah

d, Memberikan saran dan pertimbanga kepada Bupati Ke
pala Daerah Tingkat II Nganjuk mengenail hal=hal -
yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas di bidang
dekonsentmasi, desentralisasi dan tugas pembantuan;

e, Melaporksn peristiwa yang dianggap perlu ysng terja
di diwilayah kerjanya.

2, Wewensng .

a, Melakukan koordinasi secara rutin/berkesinambungan-
dengan para Camat dan petugas Instansi-instansi -
yang mempunyaed wilayah kerja beberapa Kecamatan

be Melakukan . ® o o o
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Melakukan pengawasan melekat atas penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan diwilayah kerjanyas..

Melakukan pembinaan dalam rangka terciptanya ter
tib administrasi pemerintahan dam pembangunan H

Menetapkan dan memutuskan kebijaksanaan- kebijak-
sanasn yang sifatnya pelaksanaan terhadap hal-hal
yang berkaitan dengan koordinasi, pengawasan dan
pembinaan dibidang pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan berpedoman kepada ketentuan
ketentuan yang ada dalam strategl kebijoksanaan -
yang telah digariskan j

Meminta laporan dari pars Camat atas pelaksanaane
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan ke-
masyarakatan ;

Meminta laporan dari petugas Instansi yang mempu=~
nyai wilayah kerja beberapa Kecamaten di bidang -
tugasnys, deslam rangka koordimsi,

3. Tanggung Jawab. _ _
Dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban
Pembantu Bupati bertanggung Jawa langsung kepada Bupa-
t1 Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk,
II. Ruang Lingkup Tugas.

1. Bidang Pemerintahan .
a. Ketataprajaan khususnya masalah penempatan perang-
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kat Wilayah, antara lain meliputi :

Memberiksan saran, pendapat dan pertimbangsn  dalem

pengangkatan, pemberhentian dan alih tugas Camat

Mantri Polisi Pamong Praja dan perangkat Pemerintah

Wilayah Kecamatan lainnya .

Penyelesaian permasslahan tanah untuk kepentingan -

Pemerintah di Wilayah kerjanya ;

Pembinaan Satuan Polisi Pamong Praje ;
Pembinaan Pertshanan Sipil ( Hansip )

Pembinsen administrasi pemerintahan Kecamatan 3

Pembinean politik delam negeri yang meliputi pembi
nasn umum dan masyarakat, pembinaen perlindungan -
masyarakat dan ketente aman umm, kesatuan bangsa-
dan idologi negara serta pengamanan politik.

g« Peloksanaan .



, Pelaksanaan Pemilihan Umum

h, Pemasyarakatan P-i.

4, Penyuluhan gttas pelaksansan Undamg-undang Nomor 5
 palum 1979 tentang Pemerintahen Desa 3

jv Pembinaan perbatasan antar Kecamatan

k, Membina dan mengarahksn pengembangan Wilayah Daerah
ringkat II Nganjuk atau Wilayah Kerjanya 3

1. Pembinzan pelaksanaan dan penertiban pendaftaran -
penduduk dan Catatan Sipil ;

m, Mengikuti perkembangen dan menciptaken tertib pelak
ssnaen peraturan perundang-undangan yag berlaku ter
masuk Peraturan Daerah Tingkat I dan Peraturan Dae-

~ rah Tingkat II 3

n. Menciptakan keharmonisan hubungan kerja antar umsur
@ - pimpinan ditingkat Kecamatan ; '

0. Mengkoordinasikan, mengarahken dan memadukan perencs
naan den pelaksanasn keglatan berbagai Instansi diwi
. layah kerjanya 3
P+ Membina dan memenitor pelskssnaan pemasukan pajak =
dan retribusi Daerah diwilayah kerjanya 3

q. Sebagal koordinater intensifikasi pajak=pajak negara
~ diwilaysh kerjanya 3}

r. Sebagal koordinator intensifikasi PEB diwilayah-em -

Kerjanya 3}
8. Sebagal Katuz Team Penyuluhgn Peraturam Pemerintah -
» No. 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Keglatan Instan=-
gt Vertikal di Daerah dan Instruksi Menteri Dalam-
Neger{ No. 18 Tahun 1989 tentamg Petunjuk Pelaksang-

an Persturan Pemerintsh No. 6 Tahun 1988 tentang Ko-
ordinasi Kegistan Instansi Vertikal di Daerah.

2, Bidang Pembamgunen ,

a. Mengawasi dan membinm pelaksanasn proyek-peoyek In -
pres den Bantusn Presiden

b. Mengawasi den membina pelaksanaan pembangunan desa
dan pembm gunan lainnya di wilayah kerjanya 3

¢. Memanteu pelsksanasn pembangunan fisik pemerintahan-
den prasarana fisik perekenomian 3§

d. Memantaul « « o



Memantau pengembangan perindustrian, pertambangan

dan emnergi 3
e, Membina pengembangan perdagangan, perkoperasian -
dan pengembangan golongan ekoriomi lemah 3
£, Membina kepariwisatean dalam wilayah kerJjanya 3
')
g Membine masyarakat tremsmigrasi baik yang akan di
) perangkatkan ataupun yang sudah dimukimkan

b, Melakukan pembinaan terhadep barang-barang atau ke
L 4

kayaen Negara den Pemerintah Daerah 3
i Mengkeerdinasikan upaya permohonan program Bims -
dsn Inmas e '

3’ Eidwﬁ Keﬂaﬂ!ar&k&t&n '

Nengkoordinasika:i dan melaksanakan pengendalisn da
1am rangks penanggulangan bencana alam, wsbah dan
~ penyakit menular, kurang pangan dan ketunaan sosial

b, Pengembengen bidang ketenaga kerjaan dan perburuhan

Qe

c. Pengembangan bidang kesehatan masyarakat j

d. Pengembangan bidang pendidikan, generasi muda, ke-
pramukasn den peningkatan peranan vanita 3

e, Pengembangen bidang olah raga j;

f. Kependuduksn, keluarga Berencsna dan transmigrasi ;
g. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( FRK )

h., Pembinaan kelestarien lingkungasn hidup dam sumbey -
daya alam serta pencegshan pencemaran lingkungsn ;

1, Pengembangan kehidupan kerukunan umert beragama

Jjo Pembinaan terhzdap penghayat kepercayaan terhadap -
Tuhan Yang Msha Esa

k., Pembinaan organisasi Kemasyarakstsn dan lembaga
ladnnya

1., Pembinaan orgenisesi sosial politik den organisasi-
sosial,

4, Bideng Umum ,
ao Memberiksm béh an-bahm kepads Bupati Kepala Daerah-
Tingkat II Nganjuk dslem pembuatan DP-3 pada Camat
delam wilayda kerjanya.

b. Mgmbina © 8 o ¢ o



b, Membina peningkatan disiplin pegawal negeri ;

c. Membentu mengupayakan peningkatzn pengetahuan-
' dan ketrampilan pegawal negeri sipil,

5, Hubungen Kerjs .

@, Dalem melakssnakan tugas pokok, Pembantu Bupsti
berussha melakuksn segala upaya ager tugas-tugas
Bupatl Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk berjalan

~ secara berdayaguna dan berhasil guna ;

b. Unit-unit organisasi dalam Kantor Pembean tu Bupa-
ti dalem melaksamakan tugasnya menerapkan prinsip
_ prinsip integrasi den sinkronisasi ;

¢« Hubungan kerjas Pembantu Bupati dengen j

Q 1, Bupati Kepa la Daerah Tingkat II adalah huby -
- ngan komendo dsn bertanggung Jjawab langmmg H
2+ DPRD Tingkat II adalsh hubungan konsultatif ;
3+ Sekwilda Tingkat II adalah hubungzn koopdinasi
- dan fungsional
4y Staf dilingkungan Setwilda Tingkat Il adalzh -
- hubungen fungsional ;
5 Camat adalak hubungan koordinasi
6. Instansi-instsnsi dalam wilaysh Kerjanya sda -
- lahhubungan koordinasi
?. Instansi-instansd -tingkast Kabupaten adslsh hu
bungan fungsional,

III, Ketentusn latn-lgtn ,
1, Bupati Kepala Dserah Tingkat II Nganjuk menganggar -
kan duktungan pembileyasen rutin dan operssional bagl
‘Kentor Pembaytu Bupati dsn ditusngken delem APED -
. Tingket IT Ngenjuk .

2, Ponempatan pegawal pada jabaten-jatetan dilingkungan
Kantor Bupati sgar dilakuksn secara selektif melalui
kwalifilesi $ beten ,
3¢ Kedudukan protokoler Pembantu Bupzti sdalsh pejabat-
2ipil tertinggi diwilayah kerjanya.
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4, Dalam hal diselenggarakan.upacara dslam rangka kegla
tan pemerintahsn diwilsysh  kerjm Pembantu Bupati -
yang dihediri oleh Pejsbat Kabupaten yang tingkat ja-
bebannys dibawah Sekretariss Wilaysh Daerah Tingkat II
Ngm juk, mska Pembantu Bupzti ditetapksn selegal peja
bat ysng mewskili Bupati.Kepala Daerah.






